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LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008

NO NOMOR DAN TAHUN NOMOR DAN TAHUN TENTANG
URUT | LEMBARAN DAERAH | PERATURAN DAERAH

1 O 2 3 4

1. 1 TAHUN 2008 1 TAHUN 2008 Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota
Tebing Tinggi Tahun
Anggaran 2008.

2. 2 TAHUN 2008 2 TAHUN 2008 Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik

3. 3 TAHUN 2008 3 TAHUN 2008 | Kelurahan

4. 4 TAHUN 2008 4 TAHUN 2008 | Penetapan Nama Rumah
Sakit Umum Daerah Kota
Tebing Tinggi

5. 5 TAHUN 2008 5 TAHUN 2008 Organ dan Kepegawaian
PDAM Tirta Bulian Kota
Tebing Tinggi

6. 6 TAHUN 2008 6 TAHUN 2008 Retribusi Pasar

7. 7 TAHUN 2008 7 TAHUN 2008 Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran

8. 2008 8 TAHUN 2008 Retribusi Pelayanan

8 TAHUN

Persampahan/Kebersihan
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2008

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahkun 2004 tentang Pemerintahan ~ Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 ‘tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

' tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Nopember
tahun 2007.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tentang
Pembentukan Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2008.

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota - kota kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia“Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor
1092).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.994 Nomor 62, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahua 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Neonior 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 teutang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Necgara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A4 Ncmor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Dacrah menjadi Undang-
Undang (Lembharan Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcmcerintaihan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tuhun 1979 wentang Pembentukan
Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tinghat 11 1obing Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nownon 12):
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4138);

Peraturan Pemerintaii Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200! Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang- Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

.tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloldan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503); :

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tatiun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor {37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150.
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 4383);




26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 1entang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembatran .
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008,

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5% Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi No.
01 Tahun 2005 ‘tentang Peraturan Tata Tertib - Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004 — 2009:

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan
WALIKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN : ‘
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGG! TAHUN
ANGGARAN 2008
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikui:

Pendapatan Daerah . Rp. 296.923.761.500

2. Belanja Daerah Rp. 358.807.268.534 (-
Surplus /(Defisit) (Rp. 61 883.307.034 )

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 62.516.390.685

b. Pengeluaran Rp. 600.000.000 (-)

Pembiayaan Netio Rp. 61.916.390.685 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 32.887.65!
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal | terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.13.995.062.500,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.271.137.845.000,-
¢, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.11.790.854.000.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.3.968.637.500,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.5.916.425.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejun:lah Rp.1.5300.000.000.-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.2.610.000.000.-
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Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumiah Rp.18.067.930.000,-

b.-Dana Alokasi Umum sejumiah Rp.221.913.915.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.31.156.000.000,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp.0,-

b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 7.454.000.000,-

'd. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,-
‘e.-Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

sejumlah Rp.4.336.854.000,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.161.574.618.994- '
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.197.232.649.540,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja:

a, Belanja Pegawai sejumlah Rp.1'59.812.888.994,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-

c. Belanja.Subsidi sejumlah Rp.1.500.000.000,-

d. Belanja Hibah sejumilah Rp.161.730.000,-

_e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.0,-

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.0,- -
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.100.000.600.-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.17.486.040.500,-

b, Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.69.462.352.000,-

c. Belanja Modal sejumlak Rp.110.284.257.040,-

Pasal 4

Feubiayaan Dacrah sebagaimana dimahksudaiain pasai | terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 62.516.390.685.-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.600.500.000.-

Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SI1.PA)
sejumlah Rp. 62.516.390.685,-
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisalikan sejumlah Rp.0.-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumiah Rp.0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.600.000.000.-

¢. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0.-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
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Pasal 5

Utraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari:

}D

10.

11.

13.

Lamp_irari I
Lampiran II

Lampiran III

. Lampiran IV

‘Lampiran V

Latﬁpiran VI

Lampiran VII

Lanpiran VIIi

Lanpiran iX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XI]

Lampiran XIII

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Pendapatan, Relanja dan Pembiayaan;

Organisasi,
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgamsasx
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

Daftar Piutang Daerah,

Daftar Penyertaan M. .tal {Investasi) Dazrah;

Daftar Perkiraan Penambaban dan Pengurangan Asct Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Aunggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasal 7

" Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah. :

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2008.

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd
ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
ttd
IRHAM TAUFIK
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 1

esuai dengan aslinya.
aRian Organisasi dan Hukumn




